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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelayanan administrasi 
Kartu Keluarga (KK) serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di 
Kantor Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Metode yang 
digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian mencakup staf 
desa dan masyarakat yang pernah melakukan pengurusan KK, yang dipilih melalui 
teknik purposive sampling. Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pelayanan administrasi KK telah berjalan cukup optimal 
dengan prosedur yang jelas, responsivitas petugas yang baik, serta mulai 
diterapkannya sistem digital. Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa 
kendala seperti kurangnya informasi awal bagi pemohon, respons komunikasi digital 
yang lambat, dan keterbatasan fasilitas pendukung. 

Katakunci : Pelayanan publik, Kartu Keluarga, Desa Ngaglik, Administrasi desa, 
Kendala pelayanan 

Abstract 
This study aims to determine the process of Family Card (KK) administration 
services and the obstacles faced in its implementation at the Ngaglik Village Office, 
Srengat District, Blitar Regency. The method used is a descriptive qualitative 
approach with data collection techniques through interviews, observations, and 
documentation. The subjects of the study included village staff and the community 
who had previously processed KK, selected through purposive sampling techniques. 
Data analysis was carried out through three main stages, namely data reduction, 
data presentation, and drawing conclusions. The results of the study indicate that 
KK administration services have been running quite optimally with clear procedures, 
good officer responsiveness, and the implementation of a digital system. However, 
several obstacles were still found, such as lack of initial information for applicants, 
slow digital communication responses, and limited supporting facilities. 

Keywords : Public Services, Family Card, Ngaglik Village, Village Administration, 
Service Obstacles 
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1. PENDAHULUAN  

Pelayanan publik adalah bagian penting dalam menjalankan pemerintahan karena 
langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, termasuk di desa (Cendana & 
Oktariyanda, 2022). Pelayanan ini tidak selalu berupa barang, tetapi bisa juga berupa kegiatan 
yang memberi manfaat bagi masyarakat sebagai pengguna layanan (Ridwan Juniarso, 2010; 
Rachman, 2021). Oleh karena itu, kantor desa perlu terus berupaya meningkatkan kualitas 
layanan agar kebutuhan warga bisa terpenuhi dengan baik (Nuraini & Eriyanto, 2023). Pelayanan 
publik memiliki ciri-ciri khusus, seperti tidak berwujud, tidak bisa dipisahkan antara pihak yang 
memberi dan menerima layanan, bervariasi bentuknya, serta tidak bisa disimpan atau digunakan 
di lain waktu (Satispi & Si, 2018). 

Penilaian terhadap kualitas layanan mengacu pada lima indikator utama, yaitu 
keterandalan, daya tanggap, jaminan, empati, serta aspek fisik yang terlihat secara nyata (Nurdin, 
2019). Indikator ini menjadi acuan dalam menilai efektivitas pelayanan publik yang diberikan 
instansi pemerintah. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 menegaskan 
bahwa negara bertanggung jawab menjamin akses masyarakat terhadap barang, jasa, dan 
layanan administratif, sedangkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 
63 Tahun 2003 mengelompokkan pelayanan publik ke dalam tiga bentuk: administratif, barang, 
dan jasa, dengan mekanisme serta tujuan yang berbeda. 

Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik mencakup sejumlah unsur esensial seperti 
penyedia layanan, penerima manfaat, jenis layanan, proses pemberian, lingkungan pendukung, 
serta orientasi terhadap kepuasan masyarakat (Rahmadana et al., 2020). Namun demikian, 
berbagai kendala masih dihadapi, seperti rendahnya kedisiplinan dan kompetensi pegawai, 
keterbatasan sarana dan prasarana, serta sistem kerja yang belum optimal (Rinaldi, 2012). Guna 
menjawab permasalahan tersebut, pemerintah merumuskan standar pelayanan publik sebagai 
rujukan dalam pelaksanaan layanan, sebagaimana tercantum dalam Permenpan RB Nomor 15 
Tahun 2014. Standar ini menjadi tolok ukur bagi instansi dalam menyediakan layanan yang 
berkualitas, terjangkau, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional. 

Pentingnya penguatan administrasi kependudukan dan penerapan prinsip tata kelola 
pemerintahan yang baik menegaskan urgensi pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) 
di tingkat desa. Sebagai ujung tombak pemerintahan, desa memiliki peran strategis dalam 
penyediaan layanan publik, khususnya administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu 
Keluarga (KK). Seperti dijelaskan oleh Weber (dalam Yunita, 2017), administrasi merupakan 
bentuk pelaksanaan kewenangan yang sah oleh aparat birokrasi, yang tercermin melalui produk 
administratif, salah satunya KK sebagai dokumen resmi dalam pendataan keluarga. Kedudukan 
dokumen ini semakin dipertegas melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 
2018 yang menetapkan syarat serta mekanisme penerbitan dokumen kependudukan. Oleh 
karena itu, penerapan SOP yang memuat pedoman teknis, administratif, dan prosedural (Jakaria, 
Rispawati, & Jahiban, 2020), menjadi instrumen penting dalam mendorong kualitas layanan yang 
lebih akuntabel, responsif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang 
terselenggara secara efektif tidak hanya mencerminkan profesionalisme birokrasi, tetapi juga 
menjadi tolok ukur keberhasilan negara dalam menjamin hak-hak dasar warga secara adil dan 
merata. 

2. METODE  

Studi ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif guna menelaah secara mendalam 
dan sistematis fenomena pelayanan administrasi Kartu Keluarga di Kantor Desa Ngaglik 
(Moleong dalam Satori & Komariah, 2009; Nasir dalam Rukajat, 2015). Subjek penelitian terdiri 
dari perangkat desa dan masyarakat pengguna layanan (Sugiyono dalam Tanujaya, 2017). 
Informan dipilih secara purposive berdasarkan kriteria tertentu (Arikunto dalam Fatmawati & 
Lubis, 2020). Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Makbul, 2021). 
Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman, meliputi reduksi, penyajian, dan penarikan 
kesimpulan data (Miles dan Huberman dalam Novelni & Sukma, 2021). 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pelayanan administrasi kependudukan di Kantor Desa Ngaglik, khususnya terkait 
pengurusan Kartu Keluarga (KK), telah menunjukkan kinerja yang cukup baik berdasarkan 
indikator prosedural dan teknis. Proses pelayanan dilakukan sesuai dengan standar operasional 
dan didukung oleh sistem digital yang terintegrasi, yang mempercepat alur kerja serta 
meminimalisasi kesalahan administratif. Konsistensi petugas dalam melaksanakan tugas turut 
berperan penting dalam membentuk pola kerja yang sistematis. Ketepatan waktu, kejelasan 
prosedur, serta ketaatan terhadap mekanisme pelayanan internal menjadi landasan utama 
terciptanya persepsi publik yang positif. Dengan kondisi tersebut, profesionalisme dapat 
dikatakan telah terinternalisasi secara cukup baik dalam praktik pelayanan sehari-hari di desa. 

Dari sisi responsivitas, kualitas interaksi antara petugas desa dan masyarakat juga 
menunjukkan kecenderungan yang positif. Petugas menunjukkan sikap tanggap dan komunikatif 
dalam menjawab pertanyaan maupun menanggapi keluhan dari warga, menciptakan hubungan 
sosial yang hangat. Respons yang cepat terhadap permintaan warga memperkuat karakter 
pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Sikap ramah, sopan, dan terbuka 
dalam komunikasi sehari-hari menjadi instrumen penting dalam membentuk persepsi pelayanan 
yang humanis. Interaksi seperti ini memperpendek jarak antara birokrasi dan warga, serta 
mempercepat sirkulasi informasi penting yang dibutuhkan. Situasi tersebut menegaskan bahwa 
pelayanan dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan juga sebagai sarana 
membangun relasi sosial yang bernilai. 

Aspek transparansi pada proses pelayanan pengurusan KK juga patut diapresiasi karena 
menjadi pondasi utama bagi akuntabilitas publik. Kantor desa telah menerapkan kebijakan tanpa 
pungutan liar dan menunjukkan ketegasan dalam menolak segala bentuk gratifikasi. Sikap ini 
mencerminkan adanya komitmen terhadap prinsip integritas dalam menjalankan tugas pelayanan 
publik. Keterbukaan informasi mengenai prosedur, waktu pelayanan, dan ketiadaan biaya yang 
dibebankan kepada masyarakat menciptakan suasana birokrasi yang bersih. Dengan 
menampilkan informasi secara jelas, kantor desa berhasil menciptakan ruang interaksi publik 
yang lebih adil dan partisipatif. Praktik ini menjadi refleksi dari upaya membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih dan berintegritas. 

Dalam aspek empati, pelayanan pengurusan administrasi KK di Kantor Desa Ngaglik 
menunjukkan pendekatan yang cukup humanis. Petugas tidak hanya menjalankan fungsi 
administratif, tetapi juga menunjukkan perhatian terhadap kondisi emosional warga yang datang 
mengakses layanan. Warga merasa dihargai saat keluhan mereka didengarkan secara aktif dan 
ditanggapi dengan penuh kesabaran. Pendekatan ini menciptakan suasana pelayanan yang 
inklusif dan meningkatkan dimensi kemanusiaan dalam birokrasi desa. Perlakuan yang sopan 
dan pendampingan yang personal memperkuat rasa keterhubungan antara masyarakat dan 
penyelenggara layanan. Aspek ini juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas persepsi 
publik terhadap pelayanan desa secara keseluruhan. 

Kualitas fasilitas fisik yang tersedia turut mendukung efektivitas pelayanan administrasi. 
Ruang pelayanan yang bersih, tersedianya pendingin ruangan, serta penampilan pegawai yang 
rapi mencerminkan komitmen terhadap penciptaan lingkungan kerja yang profesional. Nuansa 
fisik yang nyaman menjadi simbol kesiapan teknis dan etos kerja aparatur dalam memberikan 
layanan terbaik. Ruang tunggu yang tertata rapi memberikan kenyamanan bagi warga yang 
menunggu giliran pelayanan. Estetika ruang pelayanan juga membentuk persepsi warga tentang 
keseriusan desa dalam melayani kebutuhan administrasi masyarakat. Dalam konteks ini, fasilitas 
menjadi bagian integral dari kualitas layanan publik yang perlu terus ditingkatkan. 

Kendati sejumlah indikator pelayanan menunjukkan kinerja yang baik, masih terdapat 
berbagai kendala yang perlu mendapat perhatian. Salah satu permasalahan utama adalah tidak 
tersedianya papan informasi mengenai persyaratan administrasi yang harus dibawa warga. 
Akibatnya, warga sering datang tanpa kelengkapan dokumen yang dibutuhkan, sehingga proses 
pelayanan menjadi tertunda. Kurangnya informasi awal ini berdampak langsung terhadap 
efektivitas dan efisiensi layanan administrasi. Kondisi ini juga berpotensi meningkatkan risiko 
ketidakpuasan warga terhadap pelayanan desa. Dengan demikian, transparansi informasi pada 
tahap awal perlu diperkuat agar proses pelayanan berlangsung lebih optimal. 

Selain itu, pemanfaatan kanal komunikasi digital seperti WhatsApp belum dioptimalkan 
secara maksimal dalam menunjang pelayanan administrasi. Meskipun sudah digunakan, 
keterlambatan respons dari petugas menyebabkan warga kesulitan memperoleh informasi 



  

 

secara daring. Alhasil, warga masih harus datang langsung ke kantor desa hanya untuk sekadar 
bertanya, yang menambah beban waktu dan tenaga. Hal ini menunjukkan bahwa aspek adaptasi 
teknologi informasi dalam pelayanan publik masih memerlukan peningkatan signifikan. Dalam 
era digital, responsivitas layanan daring menjadi indikator penting dalam menilai modernitas 
pelayanan publik. Maka dari itu, perlu adanya penguatan kapasitas digital aparatur desa dan 
pengelolaan kanal komunikasi yang lebih efisien. 

Kejelasan estimasi waktu penyelesaian dokumen juga menjadi sorotan yang penting dalam 
menilai kualitas pelayanan. Ketiadaan kepastian terkait lamanya proses penyelesaian 
administrasi KK memunculkan ketidaknyamanan di tengah warga, terutama bagi yang 
membutuhkan layanan segera. Permasalahan ini diperparah oleh faktor teknis seperti gangguan 
jaringan internet atau kebutuhan koreksi data yang memperpanjang waktu layanan. 
Ketidakteraturan ini mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap kapasitas dan kredibilitas 
petugas pelayanan. Oleh karena itu, penting bagi pihak desa untuk menyusun standar waktu 
penyelesaian yang lebih transparan dan realistis. Standarisasi tersebut akan memperkuat 
prediktabilitas layanan dan meningkatkan akuntabilitas birokrasi lokal. 

Komunikasi dua arah yang belum maksimal juga berdampak terhadap persepsi 
masyarakat terhadap empati dan perhatian petugas. Keterlambatan dalam menyampaikan 
informasi, terutama saat terjadi kendala teknis atau keterlambatan penyelesaian dokumen, sering 
kali tidak diiringi dengan penjelasan yang memadai. Akibatnya, masyarakat merasa terabaikan 
dan tidak mendapatkan kepastian pelayanan. Kurangnya kejelasan informasi ini memperlebar 
jarak emosional antara petugas dan warga, yang seharusnya bisa diminimalisasi melalui 
pendekatan komunikasi yang lebih terbuka. Komunikasi publik yang proaktif dapat menjadi solusi 
untuk menjaga kepercayaan dan mengurangi potensi keluhan masyarakat. Dengan demikian, 
komunikasi yang empatik dan responsif menjadi kunci penting dalam meningkatkan mutu 
pelayanan publik. 

Meskipun kondisi fisik ruang pelayanan telah tertata cukup baik, terdapat kekurangan yang 
masih mempengaruhi kenyamanan warga. Jumlah kursi di ruang tunggu masih terbatas, 
sehingga saat volume pengunjung meningkat, banyak warga harus menunggu dalam kondisi 
berdiri atau tidak nyaman. Selain itu, belum tersedianya informasi visual yang menjelaskan alur 
dan prosedur pengurusan dokumen menambah kebingungan masyarakat. Kekurangan ini 
mencerminkan bahwa aspek berwujud (tangible) dari pelayanan belum sepenuhnya optimal. 
Untuk memperbaiki hal tersebut, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sarana dan 
prasarana pendukung pelayanan. Penyempurnaan aspek fisik ini akan berdampak signifikan 
terhadap kualitas keseluruhan pelayanan administrasi di tingkat desa. 

4. KESIMPULAN  

Pelayanan pengurusan administrasi Kartu Keluarga di Kantor Desa Ngaglik secara umum 
telah menunjukkan kualitas yang baik dari aspek prosedural, responsivitas, transparansi, empati, 
dan fasilitas fisik. Proses pelayanan berjalan sesuai dengan standar operasional dan didukung 
oleh sistem digital yang mempermudah alur administrasi. Petugas menunjukkan profesionalisme 
dan sikap ramah dalam melayani warga, yang berdampak positif terhadap kepuasan masyarakat. 
Kebijakan bebas pungutan dan keterbukaan informasi mencerminkan integritas serta 
akuntabilitas publik yang kuat. Fasilitas yang cukup memadai juga mendukung terciptanya 
suasana pelayanan yang nyaman dan representatif. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan telah 
diarahkan pada standar pelayanan publik yang inklusif dan berorientasi pada kebutuhan warga. 

Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasi 
pelayanan administrasi Kartu Keluarga. Kurangnya papan informasi menyebabkan ketidaksiapan 
warga dalam memenuhi persyaratan dokumen, sehingga menghambat kelancaran proses. Kanal 
digital seperti WhatsApp belum dimanfaatkan secara maksimal, mengakibatkan keterlambatan 
respons terhadap pertanyaan masyarakat. Ketidakjelasan estimasi waktu penyelesaian dokumen 
juga menimbulkan ketidakpastian dan mengurangi kepercayaan publik. Komunikasi dua arah 
yang belum optimal serta keterbatasan sarana fisik seperti jumlah kursi dan informasi visual turut 
mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan upaya 
perbaikan yang berfokus pada peningkatan akses informasi, pemanfaatan teknologi, dan 
penyempurnaan fasilitas untuk mencapai pelayanan yang lebih prima. 
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